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Tax revenue based on the collecting agency is divided into two groups, 

namely central taxes and regional taxes. Groundwater tax is one of the 

regional taxes and regional taxes, which are taxes managed by local 

governments both at the provincial and district / city levels. The 

purpose of this study is to find out how the potential of groundwater 

tax in Central Jakarta, to find out whether groundwater tax in Central 

Jakarta is effective, and to find out how the contribution of 

groundwater tax in increasing local tax revenue. This research is 
quantitative where data can be obtained from the Center for Data and 

Technology for Education and Culture Bapenda DKI Jakarta. The 

data obtained is in the form of target data, realization data and 

regional original revenue data (PAD) from 2020-2022 which are 

described monthly. Researchers advise  the Central Jakarta Regional 

Revenue Agency Tribe and the Government to continue to strive or 

strive to explore every potential groundwater tax in central Jakarta by 

re-collecting the number of groundwater taxpayers to make it easier 

to calculate and plan targets each year. The Central Jakarta Regional 

Revenue Agency and the Government must tighten the supervision of 

groundwater utilization by taxpayers so that there are no more illegal 

taxpayers in utilizing groundwater. The Central Jakarta Regional 
Revenue Agency and the Government must pay more attention to water 

quality, and inhibiting factors in increasing the potential for 

groundwater taxes, one of which is illegal groundwater use and more 

supervision is needed. 
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1. Pendahuluan 

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Pasal 1, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan 

yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Retribusi Daerah merupakan pungutan 
Daeerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

Pajak air tanah yang dipungut pajak atas setiap pengambilandan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yaitu 

air yang terdapat dalam lapisn tanah ataubatuan dibawah permukaan tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air 
tanah dilakukan dengan cara penggalian dan pengeboran untuk dimanfaatkan airnya. Potensi juga dapat 

diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk 

diwujudkan sebagai kekuatan nyata dalam hal ini. Untuk melihat potensi air tanah dibagi menjadi tiga yang 
harus diperhatikan yaitu kuantitas air tanah bergantung pada jenis peruntukannya. Kualitas, pengelompokkan 

kualitas air tanah untuk menentukan potensi air tanah untuk kebutuhan air minum didasarkan pada parameter 

kimia dengan mempertimbangkan biaya pengolahan parameter kimia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat, untuk mengetahui apakah pajak air tanah di Jakarta Pusat 
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sudah efekrif, dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan 

pajak daerah. 

1.1 Teori Agensi 

Menurut teori Stewardship, teori yang menjelaskan bahwa dalam situasi manajemen dimana manajer 
tidaklah dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi mengutamakan kepentingan Bersama. Hal ini 

menunjukan bahwa pemerintah sebagai stewardship akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola 

potensi pajak air tanah sehingga dapat memenuhi keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah. 

 

1.2 Pajak 

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi kas negara yang diguanakan sebagai anggaran 

pendapatan dan belanja negara. Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) yang 
mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara. Hal ini 

disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan 

sebagai hukuman. 

 

1.3 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah merupaka pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan undang-undang. PAD menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat 

menggali sumber-sumber penadapatan sautu daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan 

suatu daerah dan lain sebagainya. 

 

1.4 Pajak Daerah 

Bedasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berbunyi sebagai berikut: pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang besifat wajib berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Retribusi 

Daerah merupakan pungutan Daeerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

  

1.5 Potensi 

Potensi adalah sesuatu yang dapat kita kembangkan, Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan 
dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai kekuatan 

nyata dalam hal ini. Menurut Hamrolie didalam Kobandaha & Wokas (2016) mendefinisikan sebagai suatu 

kemampuan ekonomi yang ada disuatu wilayah yang memungkinkan dan layak untuk dikembangkan sehingga 
dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk setempat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 

wilayah secara keseluruhan secara mandiri dan berkelanjutan. 

 

1.6 Pajak Air Tanah 

Menurut pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta No. 35 Tahun 2021 air tanah merupakan 

air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah. 

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau 

badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

1.7 Effektivitas Pajak Air Tanah 

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli 

daerah apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektivitas merupakan 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan konsep 

yang lebih luas mencakup berbagai factor didalam maupun diluar diri seseorang. 
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1.8 Kontribusi Pajak Air Tanah 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam 

penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak 
daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin berat hasilnya berarti semakin 

besar juga peranan pajak daerag terhadap PAD dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti 

peranan Pajak Daerah terhadap PAD juga kecil.  

2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan yaitu Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat untuk menganalisis 
potensi pajak air tanah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air tanah pada suku pendapatan daerah. 

data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah yang terletak Jl. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Sel., 

Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. Penelitian ini akan 

menganalisis potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat. 

2.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan semua hal yang berbentuk apapun yang telah ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

2.2.1 Pajak Air Tanah 

Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah ada namun tidak dapat secara 

maksimal atau seratus persen dari perolehan penerimaan pajak air tanah. Menghitung dan menganalisis potensi 

pajak air tanah dapat dihitung menggunakan rumus : 

Potensi Tahun ke-n = (100% + 𝑥𝑘𝑟 ) 𝑥(𝑛−1)  

2.2.2 Effektivitas Pajak Air Tanah 

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. 

Tingkat efektifitas tersebut akan membandingkan antara besar target dengan realisasinya. Menghitung dan 
menganalisis efektivitas pajak air tanah dapat dihitung dengan rumus : 

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 𝑥 100% 

2.2.3 Kontribusi Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah sudah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak air tanah tetapi realisasi 

penerimaan pajak air tanah belum mencapai target. Menghitung dan menganalisis kontribusi pajak air tanah 

dapat dihitung dengan rumus : 

Kontribusi = 
𝑥

𝑛

𝑌𝑛
 𝑥 100% 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisis Potensi Pajak Air Tanah di Jakarta Pusat 

Hasil dari penelitian yang peneiti lakukan baik melalui wawancara terbuka maupun mengamati data-

data yang telah diperoleh untuk menganalisis Potensi Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Air Tanah pada Suku Badan Pendapatan daerah Jakarta Pusat. Bedasarkan hasil temuan yang telah 

dijabarkan dari pengumpulan data sebelumnya menimbulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
 

Tahun Target Realisasi Presentase 

2020 11.906.000.000 11.436.488.516 96% 
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2021 6.742.000.000 7.627.464.847 113% 

2022 12.748.000.000 8.573.244.478 67% 

 

a. Menghitung kenaikan realisasi pajak air tanah periode 2020-2022. 

KR = 
𝑥

𝑛
− 𝑥

(𝑛−1)

𝑥
𝑛

 𝑥 100% 

Tahun 2020/2021= 
7.627.464.847−11.436.488.516

7.627.464.847
 𝑥 100% = − 49,9%  

Tahun 2021/2022= 
8.573.244.478−7.627.464.847

8.573.244.478
 𝑥 100% = 110%  

Rata-rata kenaikan = 
−49,9%+110%

2
= 30% 

b. Menghitung potensi penerimaan pajak air tanah 

Potensi Tahun ke-n = (100% + 𝑥𝑘𝑟 ) 𝑥(𝑛−1)  

2021 = (100% + 30%) x 11.436.488.516 = 14.867.435.070 

2022 = (100% + 30%) x 7.627.464.847 = 9.915.704.301 

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa potensi pajak air tanah mengalami penurunan pada 

tahun 2020-2021 tetapi pada tahun 2021-2022 potensi pajak air tanah mengalami kenaikkan. 
Jumlah potensi melebihi dari jumlah realisasinya yang dapat dapat digali sebesar 8.291.159.351 

sehingga dapat dikatakan bahwa potensi pajak air tanah di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta 

Pusat mengalami penurunan tetapi masih perlu terus di evaluasi agar tetap mempertahankan 
pemanfaatan potensinya dan juga diwaspadai mengingat bahwa selisih antara total jumlah potensi 

dan realisasinya masih tergolong sedikit. 
 

3.2 Effektivitas Pajak Air Tanah di Jakarta Pusat 
 

Tabel 2: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
 

Tahun Target Realisasi Presentase 

2020 11.906.000.000 11.436.488.516 96% 

2021 6.742.000.000 7.627.464.847 113% 

2022 12.748.000.000 8.573.244.478 67% 

 

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 𝑥 100% 

Tahun 2020 = 
11.436.488.516

11.906.000.000
 𝑥 100% = 96% 

Tahun 2021 = 
7.627.464.847

6.742.000.000
 𝑥 100% = 113% 

Tahun 2022 = 
8.573.244.478

12.748.000.000
 𝑥 100% = 67% 

 

Efektivitas pajak air tanah di Jakarta Pusat untuk tahun 2020 sampai 2021 mengalami 

kenaikan sebesar 17% dari 96% menjadi 113% sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 

mengalami penurunan sebesar 46% dari 113% menjadi 67%  sehingga pada tahun 2022 penerimaan 
pajak belum tercapai dari target yang ditentukan atau belum efektif. Sesuai dari hasil wawancara 

dengan bapak Andri Maulidi Rijal dari kepala satpel penyuluhan Pusdatin Bapenda DKI Jakarta 

bahwa setiap tahunnya pajak air tanah fuktuatif tetapi untuk tingkat efektivitas pemungutannya 
masih cukup optimal di DKI Jakarta.  
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3.3 Kontribusi Pajak Air Tanah di Jakarta Pusat 

Kontribusi pajak daerah berarti anggaran dari berbagai penerimaan pajak daerah yang akhirnya 

menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah. kontribusi pajak dapat dihitung dengan rumus : 

Tabel 1: Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Tahun Realisasi Pajak Air Tanah Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah 

2020 11.436.488.516 7.461.598.710.344 

2021 7.627.464.847 34.120.788.166.180 

2022 8.573.244.478 6.556.335.386.805 

 

Kontribusi = 
Realisasi pajak air tanah

Realisasi pendapatan asli daerah 
 x 100% 

Perhitungan Kontribusi 2020 sampai 2022 : 
Kontribusi pajak air tanah tahun 2020 : 

Kontribusi = 
11.436.488.516 

7.461.598.710.344 
 x 100% = 0,15% 

Kontribusi pajak air tanah tahun 2021 : 

Kontribusi = 
7.627.464.847 

34.120.788.166.180
 x 100% = 0,022% 

Kontribusi pajak air tanah tahun 2022 : 

Kontribusi = 
8.573.244.478

6.556.335.386.805
 x 100% = 0,13% 

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat 
dilihat bahwa penerimaan presentase kontribusi pajak air tanah dari tahun 2020 sampai 2022 

terhadap peningkatan PAD di Jakarta Pusat masih tergolong kecil. Pada tahun 2020 presentase 

kontribusi pajak air tanah sebesar 0,15% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 
0,022% dan mengalami kenaikan dengan presentase 0,13% pada tahun 2022. Sesuai dari hasil 

wawancara dengan bapak Andri Maulidi Rijal dari kepala satpel penyuluhan Pusdatin Bapenda 

DKI Jakarta pajak air tanah itu tingkat kontribusi nya tidak terlalu tinggi kontribusinya bahkan 

menempati dari 13 list pajak daerah yang dikelola atau menjadi target DKI Jakarta, pajak air tanah 

itu yang paling rendah yang memberikan kontribusi kepada total pajak daerah. 

4. Kesimpulan dan Saran 

Pada kesimpulan penelitian adalah Potensi pajak air tanah mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 

tetapi pada tahun 2021-2022 potensi pajak air tanah mengalami kenaikkan. Jumlah potensi melebihi dari 

jumlah realisasinya yang dapat dapat digali sebesar 8.291.159.351 sehingga dapat dikatakan bahwa potensi 
pajak air tanah di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat mengalami penurunan. Pada tahun 2021 

potensi penerimaan pajak air tanah 14.867.435.070 sedangkan di tahun 2022 potensi penerimaan nya 

mengalami penurunan menjadi 9.915.704.301. Efektivitas pajak air tanah diJakarta Pusat untuk tahun 2020 

sampai 2021 mengalami kenaikan mencapai 17% sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami 
penurunan dari 113% menjadi 67% sehingga pada tahun 2022 penerimaan pajak belum tercapai dari target 

yang ditentukan. Hasil dari ontribusi pajak air tanah terhadap badan pendapatan asli daerah Jakarta Pusat pada 

tahun 2020-2022 dikatakan kurang berkontribusi terlihat dari perhitungan yang sudah dilakukan yaitu 
penerimaan presentase kontribusi pajak air tanah dari tahun 2020 sampai 2022 terhadap peningkatan PAD di 

Jakarta Pusat masih tergolong kecil. 

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang dijelaskan, maka saran Suku Badan Pendapatan 

Daerah Jakarta Pusat dan Pemerintah supaya terus berupaya atau berusaha dalam menggali setiap potensi pajak 
air tanah yang ada di Jakarta Pusat dengan pendataan ulang jumlah wajib pajak air tanah untuk mempermudah 

dalam menghitung dan merencanakan target setiap tahunnya. Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat 

dan Pemerintah harus memperketat dalam mengawasi pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak sehingga tidak 

ada lagi wajib pajak yang illegal dalam memanfaatkan air tanah. Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat 
dan Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas air, dan faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan 
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potensi pajak air tanah salah satunya pemanfaatan air tanah secara illegal dan dibutuhkan pengawasan yang 

lebih. 
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	Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa potensi pajak air tanah mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 tetapi pada tahun 2021-2022 potensi pajak air tanah mengalami kenaikkan. Jumlah potensi melebihi dari jumlah realisasinya yang dapat dapat digali...

